
BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPUT,AUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2OO8 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA CEMAGA TENGAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Bunguran Timur,

Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran

Selatan dan Bunguran Batubi dilaksanakan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

20t7;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2Ol7 di Desa Cemaga Tengah terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Desa

Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan humf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

a.

b.
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Mengingat :

2.

1.

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Timur.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indsnesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a237\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub.lik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438h

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Perattrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahirn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322l,;

8.

9.



10. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20tl Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2077

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Desa Cemaga Tengah

Kecamatan Bunguran Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Nahrna Tahun 2OO8 Nomor 3);

Perahrran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran

Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2008 Nomor 16);

Dengan Perseflrjuan Bersama

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHiJN

2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMAGA TENGAH

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR.

11.

t2.

13.

14.

DEWAN PERWAKII,T\N R.FTI(YAT DAERAH I(ABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam sebagaimana Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang

Pembenfukan Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008

Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehinga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Desa Cemaga Tengah terbentuk dari Pemekaran

Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Timur atas

prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal

usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

(21 Luas wilayah Desa Cemaga Tengah adalah

+ 1.283,791 Ha dengan batas-batas sebagai berilut:

- Se balah Utara berbatas dengan Desa Cemaga

Utara;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Cemaga;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Batu Geiah;

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut Natuna

Utara.

(3) Peta Wilayah Desa Cernaga Tengah sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketenfiran Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Desa Cemaga Tengah berkedudukan di Kecamatan

Bunguran Selatan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini berlalnr sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanr5ra

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

tanggat ZL Dese,r'tber 2nl9

ID RIZAL4
Diundangkan di Ranai

paFa tanggal 3l DeSe,llvlbe,f- 2btg

/ SEKRETARIS DAERAHL
k*oruP, ATEN NATUN{

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OL9 NOMOR 29

NOMOR REGISTER PERAIt'R,AN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

KEPULAUAN RIArI 26,73 / 24@





Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten NatunaI Nomor4)Tahun 2019

PETA DESA GEMAGA TENGAH
Kode Wilayah :

SKALA {:'13.060

A

Sistem Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal

C

Batas Ke€matan
Batas Oes/KeluBhan
Tllik Katurehk

Universal T€nsve.se Mer€tor
...................... Grid Geograri dan Grid Universal TransveEe Mercator Zona 49N
...................... sRGl 2013

DISUAT OAN OMRBtrru OEH:
PETERIITAH MAUPATET {AruNA
Jl. Baru Sklr . B*il A6i, P, Ssoa, Raai - Nena Bru, l6Eia
Emil: n{bn@ndunal&.0o.U, Tolp: S2-f3n15$, 62'?73{159.
@ Copydght 2018, All Rlgh6 R6wd-

LEGENDA
Batas Admlnlstnsi

---- Batas Oesa./Kelurahan Utama Sepakat

Toponim, FasiliEs Umum, dan Bangutran Lalnnya
. TitikToponim

Oaft.r Titik Kartomeldk

21 m.18 2001-18 2004{04

21 03 18 2003-18 2004-003

tK 21 03 07 201418 2003,18 2004-000

Sumbe. Peta Data Digital Administrasi Desa/Kelurahan h4il Delinetri Batas Desa
/KeluEhan

- Data Garis pantai sesat cika ctelit Basemap Esn

- Dah Disital PeE Rumbumi hdonesia, Skala 'l : 50.000
dan Toponim - Badan lnfomasi @ospasial, edisi hhun 2017

Riwayat peta . Peta Desa/KeluEhan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
Adminisfasi Des hasil Delineasi gatas Desa,il(elurahan sffic kartmetdk
tahun 2018 , yang di tampilkan di atas citra stelit reslusi tinggi- Peta a.i

. memilikj kualitas sumbs data skala be$r yang di layout lebah kecil dari skala ,

sebenamya akibat faktor keterbatasan maksimal uku.an kertas.

Disclaimer : Batas Ds ditarik di atas citra stelit rGolusi tinggi yang belum dilakukan
orthoraktiikasi citE. Terkait ketelitian data batas dapat disempumakaf,
dengan melakukan p€negakan citra satelit dan melakukan .edelineasi
berdasarkan hasil k@pakatan dan garis batas yang telah dibuat da peta ini.


